
PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN 
KARTU KENDALI SPIP 

2026 

Kpts Nomor 9 Tahun 2026, 11 HLM 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 9 TAHUN 2026 
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN 
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO. 
    

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara  
efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
maka di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sehingga dalam pelaksanaannya 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6547); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6109), sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6863); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 



2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komii Pemilihan Umum Provini, dn 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum provinsi, da Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota 
(Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor 826); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 
2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Nagekeo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Nagekeo Tahun 2025. 

  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini  
berisi tentang SOP Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali 
SPIP. 

CATATAN : - 

 

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan tanggal 22 Januari 2026. Lampiran 11 Halaman  

 

 


